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Pasal 236 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menentukan bahwa Kewajiban
mengganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229
ayat (2) dapat dilakukan di luar pengadilan jika terjadi kesepakatan damai di antara para pihak yang terlibat. Berdasarkan penelitian
di Satuan Lalu Lintas Polresta Banda Aceh Aceh diketahui terdapat beberapa kasus penyelesaian kecelakaan lalu lintas secara ADR
pada tahun 2016-2017 dengan total penyelesaian ADR pada tahun 2016-2017 adalah 227.
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan pertimbangan penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas secara Alternative
Dispute Resolution (non-litigasi) oleh Satuan Lalu Lintas Polresta Banda Aceh, cara pelaksanaan penyelesaian kasus kecelakaan
lalu lintas secara Alternative Dispute Resolution oleh Satuan Lalu lintas Polresta Banda Aceh dan hambatan-hambatan yang ditemui
pada saat penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas secara Alternative Dispute Resolution.
Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi ini dilakukan penelitian lapangan (field research) untuk mengumpulkan data
primer yang diperoleh melalui wawancara dengan responden dan informan. Dan untuk memperoleh data sekunder dilakukan
penelitian kepustakaan (library research) dengan mempelajari buku buku dan literatur yang relevan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas secara alternative dispute resolution
oleh Satuan Lalu Lintas Polresta Banda Aceh adalah aadanya aturan teknis pelaksanaan ADR, terjadinya kesepakatan antara pelaku
dan korban, dan diskresi Satuan Polisi Lalu Lintas Kepolisian Resort Kota Banda Aceh.Pelaksanaan penyelesaian kasus kecelakaan
lalu lintas secara alternative dispute resolution (ADR) oleh Satuan Lalu Lintas Polresta Banda Aceh adalah adanya kesepakatan
tertulis dari masing-masing pihak yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas, dan Pencatatan Dalam Buku Register.
Hambatan-hambatan yang ditemui pada saat penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas secara alternative dispute resolution (ADR)
adalah keterbatasan sumber daya manusia dan adanya penyimpangan oleh aparatur dalam melaksanakan tugas.
Disarankan pelaksanaan ADR dilaksanakan secara konsisten dan tidak melanggar KUHAP dan UULLAJ,  adanya peningkatan
sumber daya manusia di Satuan Lalu Lintas Polresta Banda Aceh dan  para pihak mengikuti kesepakatan yang telah dituangkan
dalam bentuk tertulis dihapan para saksi, masyarakat dan pihak penyidik.
